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ABSTRAK

BPD ialah lembaga yang perwakilan masyarakat dan berhak mengatur dan mengurus keperluan masyarakat
desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD berperan sangat penting untuk menciptakan
kesgjahteraan masyarakat desa dan mampu memberikan jawaban terkait kebutuhan dan harapan
masyarakat.Namun masih sering dijumpai bahwa BPD masih belum melaksanakan peran dan fungsinya
dengan optimal. Terbukti dengan banyaknya permasalahan terkait aspiras masyarakat serta kebutuhan
masyarakat yang belum terealisasikan. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Kinerja BPD
dalam fungsi menampung dan menyalurkan keinginanpenduduk di Desa Tamankuncaran. Metodes penelitian
ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih metode kualitatif ini dengan pendekatan
deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam secara detail dan fakta yang terjadi
dilapangan. Kemudian menggambarkan secara deskriptif tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).Pada pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observas dan dokumentasi. Analisis data
dalam penelitian ini antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan penelitian menggunakan teknik keabsahan data. Penelitian ini
menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bastian (2006 : 267). Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
kinerja BPD dalam fungs menampung dan menyalurkan keinginanpenduduktel ahterlaksanadenganoptimal
yakni masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang
pelaksanannya belum optimal seperti indikator proses terkait dengan sarana prasarana yang belum memadai
serta SDM yang kurang maksimal, dan indikator keluaran yakni masih terdapat aspiras masyarakat yang
belum tersalurkan dan terlaksanakan.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aspirasi

Pendahuluan kebutuhan masyarakat. Demokrasi sebagai bentuk
Desa yaitu wilayah yang berada pada dari pemerintahan dimana semua penduduk
lapisan terbawah namun dalam penyelenggaraan mempunyai hak mengambil keputusan yang bisa
pemerintahannya desa juga mempunyai hak untuk memperbaiki kehidupannya. Demokrasi di dalam
dapat mengurus wilayahnya sendiri. Sehingga masyarakat desa terkait dalam pembangunan
dengan demikian bahwa desa mempunya hak merupakan kesadaran yang harus dimunculkan
otonomi desa yang mana dikemukakan oleh melalui  bimbingan  ataupun  arahan  dari
Widjaja (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan desa. Keterlibatan
otonomi desa ialah otonomi asli dan utuh serta masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa
bukan pemberan dari pemrintah. Begitu juga Di dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenal
pemerintahan mempunyai kewajibanmenghormati Desa, yang menyebutkan bahwa, “BPD adalah
otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan
(Widjaja,2003 : 165). Dengan adanya otonomi desa yang anggotanya ialah perwakilan dari masyarakat
diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan desa berdasarkan daerah serta ditentukan secara
masyarakat, kemandirian desa, kemajuan desa, demokratis”. Peran aau kedudukan BPD ini
pembangunan desa sekaligus dapat meningkatkan mencangkup pada kepentingan masyarakat dan
partisipasi masyakat dalam beraspirasi. juga sebagal sarana masyarakat untuk mewujudkan
Pemerintahan desa yaitu suatu kegiatan demokrasi di tingkat desa. Keanggotaan BPD
pelaksanaan pemerintahan yang didalamnya terdiri terdiri dari perwakilan masyarakat yang berasal
dari Pemerintah Desa dan BPD.Pada pelaksanaan dari tiap-tiap dusun. Anggota BPD ini dipilih oleh
pemerintahan desa dilaksanakan secara demokrasi kepala desa sebagal perwakilan dari masyarakat
yang mementingkan terhadap keinginan atau dan  dilakukan  secara = musyawarah.BPD
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mempunyai  hak untuk memantau jalannya
pemerintahan desa sebagai bentuk dari lembaga
yang mewakili masyarakat di tingkat desa dalam
mengawasi jalannya pemerintahan desa.

BPD memiliki fungs di dalam
menjalankan pemerintahan desa yang mana sebagai
mitra kepala desa dan juga sebagai bentuk
keterwakilan masyarakat dalam melakukan roda
pemerintahan. Di dalam UU Nomor 6 mengenai
Desa Tahun 2014 dijelaskan mengenai fungsi dan
hak dari BPD. Pada Pasal 55 dijelaskan bahwa
fungsi dari pada BPDyaitu pertama, membahas dan
menyetujui rencana peraturan desa dengan kepala
desa (kades). Kedua, menampung dan menyalurkan
keinginan masyarakat. Ketiga, melaksanakan
pemantauan kinerja kepala desa.

Dalam ha ini terkait dengan fungsi BPD
yaitu menampung dan menyalurkan keinginan
masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan di
desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa
sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja dari
BPD. Berangkat dari penjelasan diatas terkait
dengan BPD yang memiliki peran dalam
pelaksanaan pemerintahan desa. Namun banyak
sekali permasalahan yang di dapat terkait fungsi
BPD yang belum dilaksanakan dengan baik.

Desa  Tamankuncaran, Kecamaran
Tirtoyudo, Kabupaten Malang sebagai tempat
penelitian dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dengan kondisi dan permasalahan yang riil
sesuai  dengan keadaan sebenarnya. Setelah
dilakukan wawancara dan observas terdapat
beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang berkaitan dengan aspirasi
masyarakat. Kebutuhan yang mendesak seharusnya
lebih diutamakan dan didahulukan demi terciptanya
kesejahteraan masyarakat. K etidakpuasaan
masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa
selalu menjadi masalah dalam pelaksanaan
pemerintah desa. Dalam meningkatkan
kesgjahteraan mereka, masyarakat berusaha
memenuhi  kebutuhannya sendiri tanpa melalui
pemerintahan desa. Dengan kata lain dilakukan
melalui swadaya masyarakat yaitu kemampuan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya sendiri.

Masalah mengenai aspirasi ini berkaitan
dengan fungs BPD daam menampung dan
menyalurkan keinginanpenduduk. Bisa dikatakan
bahwa BPD belum melaksanakan fungsinya
dengan benarselaras dengan peraturan yang ada.
BPD sebagai lembaga yang mengawal dan
memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam bentuk
pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain
bahwa kewajiban dari BPD adalah menindak
lanjuti aspirasi masyarakat dan dapat memastikan
bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat
dapat terpenuhi dengan baik.

Terkait dengan permasalahan diatas,
bahwa kinerja BPD dalam melakukan fungsinya
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masih belum berjalan dengan baik. Peneliti ingin
mengetahui lebih mendalam denganmelaksanakan
penelitian dengan judul “Meninjau Ulang Kinerja
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi
Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat Desa Tamankuncaran, Kecamatan
Tirtoyudo, Kabupaten Malang)”.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam fungsi menampung dan
menyalurkan aspiras masyarakat di Desa
Tamankuncaran.

Tujuan Penéelitian
Tujuan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui kinerja BPD dalam
meenjalankan fungs menampung dan
menyalurkan keinginanpenduduk di Desa
Tamankuncaran.

Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian inidiantaranya :
1. Manfaat teoritis:

a. Pendlitian ini bisa menjadi sebuah
acuan bagi BPD terutama di Desa
Tamankuncaran untuk menilai kinerja
dalam menjalankan fungsi
menampung dan menyalurkan
keinginan masyarakat.

b. Meningkatkan pemahaman warga
terkait peran BPD dalam fungsi

menampung dan menyalurkan
keinginan penduduk.
2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Pendliti :
Bisa menambah pengetahuan dan
pengalaman daam  pelaksanaan

pemerintah desa terutama berkaitan
dengan keinginan masyarakat yang
melibatkan  peran  BPD  dan
masyarakat desa.

b. Bagi Instans :
Dapat dijadikan sebuah masukan
untuk dapat meningkatkan Kinerja

BPD dalam menampung dan
menyalurkan keinginan penduduk di
Desa Tamankuncaran.

c. Bagi Universitas:

Mendapatkan hasil riset dari adanya

penelitian ini terkait masalah yang

terjadi  di  daam  pelaksanaan
pemerintah desa yang membutuhkan
peran BPD dan peran masyarakat.

d. Bagi masyarakat :

- Untuk menambah pengetahuan
masyarakat Desa Tamankuncaran
tentang Kinerja BPD.

- Untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat Desa Tamankuncaran
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dalam menuangkan aspirasinya

Tinjauan Pustaka
Pemerintahan Desa

Pengertian desa dalamUU No. 23 Tahun
2014 Pasal 1(43) mengenai Pemerintahan Daerah
menyatakan Desa sebagai, “Desa merupakan desa
dan desa adat atau yang dikenal dengan nama lain,
berikutnya disebut desa, ialah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah yang berhak
untuk mengatur dan mengurus perssoalan
pemerintahan, keperluan penduduk setempat
berdasarkan ide masyarakat, hak asal usul, dan atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Menurut Sabtoni, otonomi desa diartikan
sebagal kesatuan masyarakat hukum yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
serta  keperluanpenduduk setempat  berdasarkan
peraturan dan undang-undang yang ada, serta
merupakan maknabaku yang bersifat formal dan
tidak jelas dalam kehidupan masyarakat desa
(Sabtoni, 2005 : 16).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari
pemerintahan nasional yang tujuan pelaksanaannya
daerahdesa. Pemerintahan desa ialah tahapan
memadukan upaya penduduk desa dengan upaya
pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
penduduk. Pemerintah desa terdiri dari Pemdes dan
BPD, (Surasih, 2006 : 23).

Fungs dibentuknya Pemerintahan Desa
menurut pandangan Solekhan (2012), vyaitu
melaksanakanpersoalan  rumah tangga desa,
mengimplementasikan pembangunan dan pelatihan
masyarakat, mendorong partisipas dan
kemandirian masyarakat, melakukan penguatan

ketentramandan ketertiban masyarakat,

perundingan penyelesaian perselisihan,

melakukanpembangunan ekonomi Desa (Solekhan,

2012 : 63).

Badan Permusyawar atan Desa (BPD)
BPDsebagai lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa
yang mana berarti bahwa sebagai lembaga yang
mewakili masyarakat setempat. Fungsi BPD ini
dapat dibilang sangat strategis karena mempunyai
fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan
serta kepentingan masyarakat sekitar. Disamping
itu BPDjuga sebagai penyeimbang jalannya
pemerintahan yang ada di desa. Menurut pendapat
Abdullah (2007) bawa BPD dalam penyelenggara
pemerintahan desa sangat penting dikarenakan
hanya satu-satunya lembaga perwakilan yang
memiliki fungsi saluran aspirasi utama warga desa
bukan hanya berfungsi sebagai badan legidas,
tetapi sebagal arsitek perubahan dan pembangunan
desa (Abdullah, 2007 : 5).

Fungs dari pada BPD juga dijelaskan di
dalam UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang
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menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa
memiliki fungsi, yakni :
1. Membahas dan menyetujui
Peraturan Desa bersama Kades.
2. Menampung dan menyalurkan keinginan
penduduk Desa ; dan
3. Melaksanakan pemantauan kinerja Kades.
Tugas BPD yang dipaparkan dalam Permendagri
No. 110 Pasal 32 Tahun 2016 mengenai BPD
berikut ini; (@) mencari taukeinginan masyarakat;
(b) menampung Kkeinginan masyarakat; (c)
mengelola keinginan penduduk; (d) menyalurkan
keinginan penduduk;(e€) mengadakan diskusi
BPD;(f) mengadakan  diskusi desa; (Q)
pembentukan  panitia pemilihan  Kades;(h)
melakukan diskusi desa khusus untuk pemilihan
Kades antar waktu; (i) membahas dan
menyetujuirencana Peraturan Desa dengan Kades;
(i) melakukanpemantauan terhadap kinerja Kades;
(k) melaksanakan evaluasi laporan keterangan
pelaksanaan Pemerintahan Desa; (I) menciptakan
relas kerja yang harmonis dengan Pemdes dan
lembaga Desa lainnya;(m) melakukan tugas lain
yang adapadaketetapanperundang-udangan.
Kinerja
Menurut pendapat Bastian, kinerja ialah
deskripsi tingkat tercapainyaimplementasi suatu
kebijakan / program / kegiatanpadapelaksanaan
tujuan, sasaran, mis dan vis organisasi yang
dituangkan dalam rumusan rencana strategis
organisasi (Bastian, 2006 : 274). Kinerja bisa
diartikan juga sebagai prestas yang mampu diraih
oleh sebuah organisasi. Untuk menentukan
keberhasilan maupun kegagalan dalam organisasi
maka kegiatan organisasi harus dapat diukur bukan
semata-mata melalui masukan atau input namun
lebih lagi pada keluaran ataupun manfaat dari
program tersebut.

rencana

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Metode dipenditian iniidlah metode
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sebagai cara
dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti
dengan menggambarkan keadaan sebenarnya di
lapangan berdasarkan fakta yang selanjutnya
diberikan sebuah kesimpulan. Sedangkan yang
dimaksut dengan kualitatif yakni penelitian untuk
mengetahui sebuah peristiwa yang dialami subyek
peneliti, maka dari tingkah laku, sudut pandang,
motivasi, tindakan dan segjenisnya.

Fokus Pendlitian

fokus penelitian dalam Meninjau Ulang
Kinerja BPD (Studi Fungss Menampung dan
Menyalurkan  Aspirasi Masyarakat Desa
Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten
Malang) ialah berfokus pada kinerjaBPD saat
melaksanakan fungsinya dengan menggunakan
teori kinerja menurut Bastian.
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Lokas Penelitian

Lokas penelitian adalah sebuah tempat
dijalankannya penelitian oleh peneliti. Lokas
penelitian ini sudah ditetepkan diawa sesuai
dengan permasalahan yang didapatkan. Selain itu
penetapan lokasi juga untuk mempermudah penelit
daam melakukan penelitiannya. Lokas dari
penelitian ini bertempat di Desa Tamankuncaran
Kec.Tirtiyudo Kab.Maang. Pemilihan dan
penetapan lokas tersebut dikarenakan memang
terdapat permasalahan yang perlu untuk diteliti
terkait masalah aspirasi masyarakat yang kurang
diperhatikan.

Sumber Data

a DataPrimer
Data primer yaitu data yang didapat
peneliti secara langsung dari sumbernya
melaui wawancara.

b. Data Sekunder
Data sekunder yakni data yang didapat
tidak secara langsung yang berbentuk
catatan atau dokumen, buku ilmiah,
laporan, situs internet, dan lain sejenisnya
yang memiliki  keterkaitan  dengan
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu:

a Wawancara
Teknik ini menghimpun data dengan
mengajukan pertanyaan pada pihak yang
terkaitguna memperoleh informasi yang
diperlukan.  Terdapat dua  model
wawancara Yyang dipergunakan pada
penelitian kualitatif yakni wawancara
terstruktur  dan  tidak  terstruktur.
Wawancara terstruktur menentukan apa
sgja pertanyaan yang akan disampaikan
pada informan, sedangkan yang tidak
terstruktur  melaksanakan  wawancara
membuat tanpa daftar pertanyaan terlebih
dahulu.

b. Observas
Observas adalah  sebuah  kegiatan
mendapatkan  informasi dengan cara
melihat secara langsungdi lapangan untuk
mengetahui dengan nyata fenomena yang
ada.

c. Dokumentasi
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh
informasi baik berupa foto, arsip, buku
yang relevan, dan segienisnya untuk
melangkapi data yang belum didapatdari
wawancara dan observas

Instrumen Penelitian
Adapun instrument pada penelitian ini
yaitu :
a.  Kehadiran peneliti, peneliti sebagai subjek
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dalam mengumpulkan data, disamping itu
peneliti juga sebagai perencana, analisis,
penafsir data, dan pelapor hasil penelitian.
Pedoman wawancara, sebagai panduan
dalam proses wawancara agar berjalan
dengan lancar.

Alat bantu, alat bantu yang digunakan
selama penelitian berlangsung seperti aat
tulis, smartphone atau rekaman sebagai
bukti keabsahan dta penelitian.

Catatan lapangan, berfungs  untuk
menulisapayang  terdengar,  terlihat,
dirasakan, dan dipikirkan guna
mendapatkan data dilapangan.

Teknik Analisis Data

BerikutPenjabaran langkah-langkah dalam

andisis data menurut teori Miles, dkk.(2014:14)
sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitutahapan
mencari, mencatat, serta menghimpun
data sesuai dengan hasil wawancara
yang sudah dilakukan. Dokumen
sebagai data pendukung dalam
mengumpulkan data yang berkaitan
dengan  kineja BPD  ddam
menjaankan fungsinya yaitu
menampung dan menyalurkan
keinginan masyarakat di Desa
Tamankuncaran.

b. Kondensas Data
Kondensas data adalah merangkum
catatan informasi di lapangan dengan
memilah hal-hal pokok serta hal-hal
yang dibutuhkan dalam permasalahan
penelitian ini.Sehingga data yang
sudah  dipilih  aan  memberi
kemudahan peneliti dan bisa memberi
gambaran yang rinciuntuk
mengumpulkan data berikutnya.

c. Penygian Data
Penyagjian data dan informasi yang di
dapat dari lapangan disgjikan dalam
bentuk naras. Pada penelitian
kualitatif, data ynag ddidapatbisa
disgfkan dalam bentuk tabel dan
diagram. Tahapan inimengolah data
didapatkan dari wawancara, observasi
dan dokumentasi. Tujuannya yaitu
untuk menyederhanakan informas
yang menyeluruh sehingga
mendapatkan data yang mudah untuk
dimengerti.

d. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan awa vyang disgjikan
bersifat tentatif dan akan ada
perubahan apabila terdapat bukti
pendukung laindalam tahap
mengumpulkan data. jika pada
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kesmpulan sebelumnya didukung
oleh bukti valid dan konsisten maka
kesmpulan yang disgikan dapat
dipercaya.
Teknik Keabsahan Data
Pada penelitian kualitatif uji keabsahan
data meliputi; uji kredibilitas (credibility),
keteralihan  (transferability), ketergantungan
(dependability), dan kepastian (confirmability)
(Sugiyono, 2007 : 270).
a.  Kredibilitas
Ujikepercayaan dalam penelitian
kualitatif dilaksanakan dengan
memperpanjang waktu pengamatan,
meningkatkan kecermatan,
triangulasi, menggunakan bahan
referensi.
b. Keteralihan
Peneliti  dalam membuat laporan
penelitian harus memberi penjelasan
yang lengkap, jelas, sistematik dan
kredibel karena pada saat pembaca
memahami hasil penelitian, terdapat
kemungkinan untuk menerapkan hasil
penelitian tersebut.
c. Ketergantungan
Dependability atau reliabilitas adalah
ketika penelitian dilaksanakan oleh
individu lain dengan tahapan
penelitian samabisamendapatkan hasil
yang sama pula. Uji dependability
dilaksanakan dengan melakukan audit
terhadap semuatahapan penelitian.
d. Kepastian
Ujikepastian berarti melakukan
uji pada hasil penelitian dan
disangkut-pautkan dengan tahapan
yang sudah dilakukan. Apabila hasil
penelitian adalah fungsi dari tahapan
penelitian, maka peneliti
sudahmencapai standar  kepastian.
Pada suatu  penelitian,  tidak
dibenarkan tidak adanya tahapan
tetapi ada hasilnya.

Pembahasan

Guna mengetahui terkait kinerja BPD
dalam menampung dan menyalurkan keinginan
masyarakat di  Desa Tamankuncaran Kec.
Tirtoyudo Kab. Maang, penditian ini
menggunakan lima indikator pengukuran kinerja
menurut Bastian (2006 :267) yaitu masukan
(input), proses (process), keluaran (output), hasil
(outcome), dan manfaat (benefit).

1. Masukan (Input)

Masukan atau input merupakan
segala sesuatu yang dibutuhkan supaya
implementasi  kegiatan  bisaterlaksana
untuk mendapatkan keluaran. Masukan ini
bisa berbentuk finansial, SDM, informasi,
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kebijakan atau perundang-undangandan
lain-lain.

Dari hasil penelitian didapat
bahwa Pemerintah Desa Tamankuncaran
selalu  mengikutsertakan BPD  dan
penduduk lain dalam setigp program.
Sehingga  BPD dan masyarakat
mengetahui apa sgja kegiatan yang telah
dilaksanakan dan sedang direncanakan
oleh pemerintah desa. Pada saat
Musyawarah Desa, masyarakat juga ikut
serta dalam pelaksanaannya,

Aspirasi yang sering diusulkan
oleh masyarakat mengenai pembangunan
jalan, gorong-gorong dan  tempat
pembungan akhir (TPA).Dalam indikator
ini BPD telah melaksanakan fungsinya
dengan baik yaitu dengan mengadakan
musyawarah tingkat dusun dan desa serta
melakukan, melakukan pembahasan hasil
aspirasi masyarakat, melakukan
pengelolaan hasil aspirasi masyarakat,
sertamelakukan evaluasi terhadap aspirasi

masyarakat.
Proses (Process)

Tahapan dalam menampung dan
menyalurkan  keinginan  masyarakat

dimulai dengan menggali atau mencari
tahu, kemudian menampung aspiras,
setelah itu melakukan pemilihan aspirasi,
dan yang terakhir menyampaikan aspirasi
tersebut kepada Kepala Desa.

Pada proses menampung dan
menyalurkan keinginan dari masyarakat
tentumemerlukandana dan sarana
prasarana yang memadai. BPD Desa
Tamankuncaran sendiri tidak memiliki
sarana prasarana yang memenuhi seperti
tidak adanya kantor untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam
menyampaikan  aspirasinya.  Berbeda
dengan sarana prasarana, sumber
pendanaan BPD Desa Tamankuncaran
terpantau lancar. Sumber pendanaannya
berasal dari Kabupaten, nantinya menjadi
APB Desa.

Daam implementass  proses
menampung dan menyalurkan aspiras
masyarakat terdapat beberapa kendala
dalam pelaksanaannya. Seperti halnya
tingkat keterampilan anggota BPD yang
rendah dalam menyampaikan aspirasi dari
masyarakatketika rapat. Selain  itu,
anggota BPD kurang maksima dalam
melaksankan tugas dan fungsinya atau
kurang aktif dalan menjalankannya
Diketahui bahwa BPD Desa
Tamankuncaran hanya menerima aspirasi
dari masyarakat sgja. Apabila tidak ada
aspirasi, maka BPD tidak mencari tahu
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apa- apa yang perlu adanya perbaikan di
Desa Tamankuncaran. Padahal fungs dari
BPD itu sendiri menggali aspirasi dari
masyarakat.

Keluaran (Output)

Keluaran atau outputyaitu hasil
dari sebuah proses. Hasil ini bisaberbentuk
fisk dan non-fiskk. Output merupakan
hasil yang bisa dianalisis apakah program
yang dilaksanakanselaras dengan rencana.
Output dapat dijadikan acuan untuk
mengukur kesuksesan suatu kegiatan.

Keluaran dari aspiras
masyarakat Desa Tamankuncaran adalah

pembangunan jaan. Sebelumnya,
masyarakat Desa Tamankuncaran
melakukan iuran  (Swadaya) untuk

memperbaiki jalan.Kini ada kemajuan dari
Pemerintahan Desa, meskipun tidak
sepenuhnya  diperbaiki.Terdapat sekitar
30% jalan desa dan sekitar 80% jalan
umum yang telah dilakukan
pembangunan.

Berdasarkan penelitian, masih
terdapat aspirasi dari masyarakat yang
belum  terlaksanakan.Seperti halnya
pembangunan gorong-gorong dan tempat
pembuangan akhir (TPA).

Hasil (Outcome)

Hasil atau outcome merupakan
segala sesuatu sebagai bentuk
berfungsinya keluaran (efek langsung)
atau hasil nyata dari keluaran.Outcome
adalah tingkat pencapaian atau hasil yang
lebih tinggi yang menyangkut keperluan

banyak pihak.
Berdasarkan penelitian  yang
telah dilakukan, Outcome  dari

pembangunan jalan sebagai keluaran di
Desa Tamankuncaran adalah terciptanya
infrastruktur jalan yang memadai, adapun
pembangunan jalan yang telah terealisasi
beradadi RT 04 RW 01 Dusun Kragjan dan
RT 02 RW 02 Dusun Taman
Gilang.Terdapat dua jenis pembangunan
yang dilakukan yaitu pembangunan jalan
aspal dan jalan rabat beton.Dengan adanya
pembangunan jalan memberi kemudahan
akses kepada  masyarakat  untuk
menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Pada UUNomor 6 Tahun 2014
mengenal Desa dijelaskan mengenai hak
dan kewgjiban desa. Salah satu poinnya
iadlah meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat. Dengan melakukan perbaikan
dan pembangunan jalan, tentunya kualitas
kehidupan masyarakat akan meningkat.
Bailk dalam segi pendidikan, pekerjaan,
dan sebagainya karenapergerakannya akan
lebih mudah. Jadi, outcome nya adalah
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kelangsungan hidup jangka panjang,
peningkatan kualitas kehidupan, serta
terciptanya  kepercayaan  masyarakat
kepada pemerintah desa.

Manfaat (Benefit)

Manfaat yaitu sesuatu yang
berkaitan dengan tujuan akhir dari
implementasi kegiatan.Tahap ini
mendeskripsikan manfaat yang didapat
dari indicator hasil. Manfaat tersebut akan
terlihat sesudah beberapa bulan atau
tahun, terutama dalam jangka menengah
dan jangka panjang.

Manfaat dari pembangunan jalan
tentunya didapat oleh masyarakat.
Manfaat yang diperoleh yakni masyarakat
dapat melakukan kegiatan sehari-harinya
dengan mudah, karena telah dilakukan
perbaikan jalan. Mengingat bahwa jalan
tersebut merupakan akses utama menuju
lahan pertanian masayarakat, sehingga
adanya infrastruktur jalan yang memadai
dapat mempermudah masyarakat menuju
lahan. Selain bagi orang dewasa, manfaat
juga diperoleh bagi anak-anak vyaitu
mendapatkan akses mudah  menuju
sekolah.

Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan diatas, maka

bisa dsimpulkan bahwa kinerja BPD dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
di Desa Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab.
Malang sudah berjalan dengan baik dan efektif.
Dari lima indikator, hanya ada satu indicator yang
belum maksimal. Berikut adalah kesimpulan secara
detail dari masing-masing indikator :

1

Masukan (input)

Indikator input dapat disimpulkan berjalan
baik, hal ini bisa dilihat dari pihak BPD
yang selalu siap menampung aspirasi dari
masyarakat dimana pun dan kapan pun.
Selain itu, pihak BPD juga mengadakan
musyawarah bersama masyarakat yaitu
Musyawarah Dusun (Musdus) dan
Musyawarah Desa (Musdes) melalui

perwakilan masyarakat seperti RT/RW
dan tokoh  masyarakat.BPD  juga
melakukan  pembahasan, pengelolaan,
serta  evaluas terhadap  aspiras
masyarakat.

Proses (Process)

Indikator ini belum berjdlan secara

maksimal, dikarenakan belum adanya
sarana prasarana yang memadai.Selain itu,
kurangnya pengetahuan dan kemampun
Sumber Daya Manusia BPD dalam
menjalankan fungss menampung dan
menyalurkan keinginan dari masyarakat.
Keluaran (Output)
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Indikator output berjalan baik, yaitu dapat
dilihat dari terealisasikannya
pembangunan jalan sehingga masyarakat
memiliki akses yang mudah. Hanya sgja
pembangunan belum dilakukan
sepenuhnya, seperti gorong-gorong dan
tempat pembuangan akhir (TPA).

4. Hasil (Outcome)
Indikator outcome tercapai  dengan
maksimal hal ini bisa dilihat dari kualitas
kehidupan masyarakat. Dengan adanya
perbaikan dan pembangunan jaan,
tentunya kualitas kehidupan masyarakat
akan meningkat karena telah memiliki
akses yang mudah.

5. Manfaat (Benefit)
Indikator ini tercapai, hal tersebut bisa
dilihat dari kegiatan masyarakat yang
berjalan dengan lancar. Dengan adanya
pembangunan jalan memberikan
kemudahan akses kepada masyarakat
menuju lahan pertanian, serta bagi anak-
anak mendapatkan akses yang mudah juga
menuju sekolah.

Saran

Saran yang bisa pendliti berikan untuk
dapat meningkatkan kinerja Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Tamankuncaran,
Kecamatan Tirtoyudo Kabupten Malang, berikut
ini:

1. Mengadakan pelatihan bagi para anggota
BPD untuk meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan.

2. Pemerintah Desa memberikan sarana
prasarana yang memadai supaya kegiatan
menampung dan menyalurkan keinginan
dari masyarakat lebih mudah.
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